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WALI KOTA BANJAR  

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  

NOMOR 59 TAHUN 2022 

 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR  

NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMANFAATAN BARANG 

MILIK DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA BANJAR, 

Menimbang  :  a.  bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin 

berkembang dan kompleks belum didukung dengan  
pengaturan yang komprehensif sehingga perlu disesuaikan 

dengan perkembangan kebutuhan, agar dalam 
pelaksanaannya dapat dikelola secara optimal, efektif, dan 
efisien; 

b. bahwa Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 
tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah sudah tidak 

sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam 
pemanfataan barang milik daerah, sehingga perlu 

dilakukan perubahan;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota Banjar tentang Perubahan Atas Peraturan Wali 
Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan 

Barang Milik Daerah; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4244); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
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Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6523); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 63); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50); 

8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Banjar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor  22); 

9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2021 
tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Banjar Nomor 53); 

10. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota 
Banjar Tahun 2021 Nomor 4); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2021 

TENTANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH. 

 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 4 

Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah 
(Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4), diubah  
sebagai berikut : 

 

1. Setelah Bagian Keenam BAB III ditambah 1 (satu) bagian, 

yakni Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Bagian Ketujuh 

Tender 

 

2. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 18 (delapan 
belas) Pasal, yakni Pasal 36A, 36B, 36C, 36D, 36E, 36F, 

36G, 36H, 36I, 36J, 36K, 36L, 36M, 36N, 36O, 36P, 36Q, 
dan 36R sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Paragraf 1 

Prinsip Umum 

 

Pasal 36A 

Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak 
pemanfaatan barang milik daerah kepada mitra yang 

tepat dalam rangka mewujudkan pemanfaatan barang 
milik daerah yang efisien, efektif, dan optimal. 

 

Pasal 36B 

Tahapan tender meliputi: 

a. pengumuman; 

b. pengambilan dokumen pemilihan; 

c. pemasukan dokumen penawaran; 

d. pembukaan dokumen penawaran; 

e. penelitian kualifikasi; 

f. pemanggilan peserta calon mitra; 

g. pelaksanaan tender; dan 

h. pengusulan calon mitra. 
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Paragraf 2 

Pengumuman 

 

Pasal 36C 

(1) Panitia pemilihan mengumumkan rencana 

pelaksanaan tender di media massa nasional 
sekurang-kurangnya melalui surat kabar harian 

nasional dan website pemerintah daerah. 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali. 

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sekurang-kurangnya memuat : 

a. Nama dan alamat Pengelola Barang/Pengguna 
Barang; 

b. identitas barang milik daerah objek pemanfaatan; 

c. bentuk pemanfaatan; 

d. peruntukan objek pemanfaatan; dan 

e. jadwal dan lokasi pengambilan dokumen 
pemilihan. 

 

Paragraf 3 

Pengambilan Dokumen Pemilihan 

 

Pasal 36D 

(1) Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen 
pemilihan secara langsung kepada panitia pemilihan 

dan/atau mengunduh dari website sesuai waktu dan 
tempat yang ditentukan dalam pengumuman.  

(2) Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra 
yang melakukan pengambilan dokumen pemilihan. 

 

Paragraf 4 

Pemasukan Dokumen Penawaran  

 

Pasal 36E 

(1) Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen 
pemilihan secara langsung kepada panitia pemilihan 

dan/atau mengunduh dari website sesuai waktu dan 
tempat yang ditentukan dalam pengumuman. 

(2) Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra 

yang melakukan pengambilan dokumen pemilihan. 
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Paragraf 5 

Pembukaan Dokumen Penawaran 
 

Pasal 36F 

(1) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan secara 

terbuka di hadapan peserta calon mitra pada waktu 
dan tempat yang ditentukan dalam dokumen 

pemilihan. 

(2) Pembukaan dokumen penawaran dituangkan dalam 
berita acara yang ditandatangani oleh panitia 

pemilihan dan 2 (dua) orang saksi dari peserta calon 
mitra yang hadir. 

 

Paragraf 6 

Penelitian Kualifikasi 
 

Pasal 36G 

(1) Panitia pemilihan melaksanakan penelitian kualifikasi 
terhadap peserta calon mitra yang telah mengajukan 

dokumen penawaran secara lengkap, benar, dan tepat 
waktu untuk memperoleh mitra yang memenuhi 

kualifikasi dan persyaratan untuk mengikuti tender 
pemanfaatan. 

(2) Hasil penelitian kualifikasi dituangkan dalam berita 

acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan. 

 

Paragraf 7 

Pemanggilan Peserta Calon Mitra  

 

Pasal 36H 

Panitia pemilihan melakukan pemanggilan peserta calon 

mitra yang dinyatakan lulus kualifikasi untuk mengikuti 
pelaksanaan tender melalui surat tertulis dan/atau surat 

elektronik (e-mail). 

 

Paragraf 8 

Pelaksanaan Tender 

 

Pasal 36I 

(1) Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak 

pemanfaatan barang milik daerah berdasarkan 
spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh Pengelola 

Barang/Pengguna Barang kepada mitra yang tepat 
dari peserta calon mitra yang lulus kualifikasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36G ayat (1). 
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(2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) 
peserta calon mitra yang memasukkan penawaran. 

(3) Hasil tender dituangkan dalam berita acara yang 
ditandatangani oleh panitia pemilihan dan calon mitra 

selaku pemenang tender. 
 

Paragraf 9 

Pengusulan dan Penetapan Mitra Pemanfaatan 

 

Pasal 36J 

(1) Pengusulan pemenang tender sebagai calon mitra 

Tender pemanfaatan disampaikan secara tertulis oleh 
panitia pemilihan kepada Pengelola Barang/Pengguna 

Barang berdasarkan berita acara hasil tender. 

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melampirkan dokumen pemilihan. 

 

 

Pasal 36K 

Pengelola Barang/Pengguna Barang menetapkan 

pemenang tender sebagai mitra pemanfaatan 
berdasarkan usulan panitia pemilihan, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36J ayat (1) dengan keputusan. 

 

Paragraf 10 

Tender Gagal 

 

Pasal 36L 

(1) Panitia pemilihan menyatakan tender gagal apabila: 

a. tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus 

kualifikasi; 

b. ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak 

sehat; 

c. dokumen pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan 

Wali Kota ini; dan 

d. calon mitra mengundurkan diri. 

(2) Apabila tender gagal, tidak diberikan ganti rugi kepada 

peserta calon mitra. 
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Paragraf 11 

Tender Ulang 

 

Pasal 36M 

(1) Panitia pemilihan menyatakan tender ulang apabila :  

a. tender dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36L ayat (1); atau 

b. peserta calon mitra yang mengikuti tender kurang 
dari 3 (tiga) peserta. 

(2) Terhadap tender yang dinyatakan panitia pemilihan 

sebagai tender ulang, panitia pemilihan segera 
melakukan pengumuman ulang di media massa 

nasional dan website pemerintah daerah. 

(3) Dalam hal tender ulang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) terdapat paling sedikit 3 (tiga) orang peserta 
calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme 
tender. 

 

Paragraf 12 

Seleksi Langsung 

 

Pasal 36N 

(1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36M ayat (2), 

peserta calon mitra yang mengikuti tender ulang 
terdiri atas 2 (dua) peserta, maka panitia pemilihan 

menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya 
melakukan seleksi langsung. 

(2) Seleksi langsung dilakukan dengan 2 (dua) calon 
mitra yang mengikuti tender ulang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(3) Tahapan seleksi langsung terdiri atas : 

a. pembukaan dokumen penawaran; 

b. negosiasi; dan 

c. pengusulan calon mitra kepada Pengelola 

Barang/Pengguna Barang. 

(4) Proses dalam tahapan seleksi langsung dilakukan 
seperti halnya proses tender sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 36B. 
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Pasal 36O 

(1) Negosiasi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan 
pemanfaatan dan konsep materi perjanjian. 

(2) Selain hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
untuk pemanfaatan BGS/BSG, negosiasi juga 

dilakukan terhadap porsi bagian pemerintah daerah 
dari objek BGS/BSG yang dilakukan pemanfaatan. 

(3) Ketentuan umum pelaksanaan KSP atau BGS/BSG, 
termasuk perubahan yang mengakibatkan penurunan 
kontribusi tetap dan pembagian keuntungan untuk 

pemanfaatan KSP atau kontribusi tahunan untuk 
pemanfaatan BGS/BSG dilarang untuk 

dinegosiasikan. 

(4) Segala sesuatu yang dibicarakan dalam forum 

negosiasi dan hasil negosiasi dituangkan dalam berita 
acara negosiasi yang ditandatangani oleh panitia 
pemilihan dan peserta calon mitra. 

 

 

Pasal 36P 

(1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap 

berita acara negosiasi melalui cara perbandingan 
antara hasil negosiasi masing-masing peserta calon 
mitra. 

(2) Panitia pemilihan menyampaikan usulan peserta 
calon mitra dengan hasil negosiasi terbaik kepada 

Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk dapat 
ditetapkan sebagai mitra. 

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai 
dengan dasar pertimbangan dan melampirkan 
dokumen pemilihan. 

 

Paragraf 13 

Penunjukan Langsung 

 

Pasal 36Q 

(1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), 

peserta calon mitra yang mengajukan penawaran 
hanya terdiri atas 1 (satu) peserta, maka panitia 

pemilihan menyatakan tender ulang gagal dan 
selanjutnya melakukan penunjukan langsung. 

(2) Penunjukan langsung dilakukan terhadap 1 (satu) 
calon mitra yang mengikuti tender ulang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(3) Proses tahapan seleksi langsung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36N berlaku mutatis mutandis 

terhadap proses dalam tahapan penunjukan 
langsung. 
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Pasal 36R 

Tahapan penunjukkan langsung dan proses dalam 
tahapan penunjukkan langsung sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 36Q ayat (2) dan ayat (3), berlaku mutatis 
mutandis terhadap penunjukkan langsung pada KSP atas 

barang milik daerah yang bersifat khusus. 

 

3. Ketentuan Lampiran huruf A ditambah 1 (satu) angka 
romawi, yakni romawi VI sehingga berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar. 

 

 

Ditetapkan di Banjar 

pada tanggal 27 September 2022 

WALI KOTA BANJAR, 

 

ttd 

ADE UU SUKAESIH  

Diundangkan di Banjar 

pada tanggal 27 September 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, 

 

ttd 

ADE SETIANA 

 

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 59 

 



 

10 

LAMPIRAN  

PERATURAN WALI KOTA BANJAR 

NOMOR 59 TAHUN 2022 

TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA BANJAR 
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG 

PEMANFAATAN BARANG MILIK 
DAERAH 

 

 

VI. Tata Cara Tender Pemanfaatan : 

a. rencana tender diumumkan di media massa nasional; 

b. tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat paling 

sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran; 

c. dalam hal calon yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) 

peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional; dan 

d. dalam hal setelah pengumuman ulang: 

1. terdapat   paling   sedikit   3   (tiga)   peserta   calon   mitra, proses 
dilanjutkan dengan mekanisme tender; 

2. terdapat 2 (dua) peserta  calon  mitra,  tender  dinyatakan gagal dan   

proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung; 
atau 

3. terdapat 1 (satu) peserta  calon  mitra,  tender  dinyatakan gagal dan 
proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan 

langsung. 

 

 

 

WALI KOTA BANJAR, 

 

ttd 

ADE UU SUKAESIH  

 


